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KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUMKABUPATENBATANG
NOMOR 13.1/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPANHARIPEMUNGUTANSUARA
PEMILIHANBUPATIDANWAKILBUPATIBATANGTAHUN2017

KETUAKOMISI PEMILIHANUMUMKABUPATENBATANG,

: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang 8 Tahun 2015, hari, tanggal, dan waktu
pemungutan suara Pemilihan Ditetapkan dengan Keputusan
KPU Provinsi dan KPUKabupaten ZKota;

b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2016 ten tang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
tanggal 15 Februari 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b ,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang mengubah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ten tang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaterr/Kota
sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaterr/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaterr/ Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan zatau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 04.1 /BA/IV /2016 Penetapan Hari
Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang
Tahun 2017 .

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
BUPATIDANWAKILBUPATIBATANGTAHUN2017.
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KESATU

KEDUA

:Menetapkan Hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai Hari
Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang
Tahun 2017.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 12 April 2016

KETUAKOMISI PEMILIHANUMUM
KABUPATENBATANG

Ttd.

ADIPRANOTO
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